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Pembangunan nasiona yang dilakukan Bangsa Indonesia membutuhkan biaya yang sangat besar, apalagi
adanya dampak krisis moneter yang melanda Indonesia sgjak tahun 1997 masih dirasakan sampai sekarang.
Pada tahun-tahun yang lalu, di mana sumber daya alam saat itu masih berlimpah, penerimaan negaramasih
dominan berasal dari sumber daya tersebut. Seiring dengan pemanfaatan sumber daya alam secara terus-
menerus, Bangsa Indonesiatidak dapat lagi hanya bergantung dari sumber daya alam yang makin lama
makin berkurang.

Pada saat ini, akibat penerimaan dari sumber daya alam semakin berkurang maka penerimaan negara dari
sektor pajak sudah menjadi primadona. Sebagai salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu
bangsa dalam pembiayaan pembangunan maka pemerintah terus menggali sumber dana yang berasal dari
dalam negeri berupa pajak. Ekstensifikasi dan intensifikasi pajak terus dilakukan pemerintah, demikian Pula
perbaikan dan perubahan Undang-Undang Perpajakan terus dilakukan seperti amandemen Undang-Undang
Perpajakan Tahun 2000 lalu, termasuk Undang-Undang Pajak Penghasilan. Adapun arah dan tujuan
penyempurnaan Undang - Undang Perpajakan Nomor 17 Tahun 2000 adalah :

Dalam rangka meningkatkan keadilan pengenaan pajak maka dilakukan perluasan Subjek Pajak dan Objek
Pajak. Untuk lebih memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak, system.self assessment tetap
dipertahankan namun dengan penerapan yang terus menerus di perbaiki . Dalam rangka mendorong
investasi langsung di Indonesia, diatur kembali bentuk-bentuk insentif Pajak Penghasilan yang dapat
diberikan. Namun demikian, perlu perhatian pemerintah bahwa fasilitas perpajakan yang diberikan kepada
Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah
tertentu, seperti tercantum dalam Pasal 31A Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000,belum ada
implementasinya sampai saat ini.

Mengenai sistem perpajakan harus diakui bahwa usaha Direktorat Jenderal Pajak untuk mengembangkan
dan menegakkan sistem yang baik secara konsekuen dan konsisten tidaklah mudah, kendala yang dihadapi
sangat dipengaruhi situasi umum dan sangat banyak.

Peranan pajak yang dominan saat ini karena pajak merupakan sumber yang pasti bagi pembiayaan Negara.
Dari data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 1981/1982 sampai dengan tahun 2003,
perkembangan peranan pajak dalam APBN sangat fenomenal. APBN yang sejak 1981/1982 |ebih bertumpu
pada penerimaan sektor minyak dan gas (migas).


https://lib.ui.ac.id/detail?id=82113&lokasi=lokal

